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WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 109 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 68 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Singkawang telah ditetapkan
dengan Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2021;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan penyederhanaan
birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke
jabatan fungsional perlu dilakukan penjabaran tugas
dan fungsi kelompok sub-substansi dan sub-koordinator
Jabatan Fungsional, penetapan tugas dan fungsi

koordinasi, ditetapkan dengan keputusan Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan surat dari Dirjen Otonomi Daerah
Kementrian Dalam Negeri Nomor 800/6078/OTDA
tanggal 21 September 2021 Hal Akselerasi Proses
Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah,
bahwa Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang akan
melakukan penataan kelembagaan agar dilakukan

setelah tahapan penyetaraan jabatan (pelantikan);



Mengingat

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Dan Perlindungan Anak Kota Singkawang;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi = Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang



10.

11.

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6477,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor
1237);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah
Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun



Menetapkan

12.

13.

14.

15.

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
26);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Singkawang Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 68 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SINGKAWANG.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas



Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Singkawang

(Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai

berikut :

(1)

(2)

Pasal 6
Struktur Organisasi Dinas terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

o

. Sekretariat terdiri;

c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial ;

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan;

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

f. UPT; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Wali Kota ini.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan

pe

merintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di

bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas

menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan program kerja di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak;

.perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi,

perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosial,
penanganan kemiskinan, dan bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak;

. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan rehabilitasi, perlindungan

dan jaminan sosial, pembinaan pemberdayaan sosial, penanganan
kemiskinan, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak;



d. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pembinaan rehabilitasi,
perlindungan dan jaminan sosial, pembinaan pemberdayaan sosial,
penanganan kemiskinan, dan pembinaan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan rehabilitasi,
perlindungan dan jaminan sosial, pembinaan pemberdayaan sosial,
penanganan kemiskinan, dan bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di pembinaan rehabilitasi,
perlindungan dan jaminan sosial, pembinaan pemberdayaan sosial,
penanganan kemiskinan, dan pembinaan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan

i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali
Kota di bidang pembinaan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial,
pembinaan pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan, dan

pembinaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah
unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin mengoordinasikan,
menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

b. penetapan sasaran strategis bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

c. penetapan program kerja di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak;



. penyelenggaraan kegiatan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang sosial, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan rehabilitasi,
perlindungan dan jaminan sosial, pembinaan pemberdayaan sosial,
penanganan kemiskinan, dan bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

. pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang
sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

. penyelenggaraan pembinaan administrasi dinas;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak; dan

j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang sosial,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diberikan oleh

Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima diubah sehingga Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan

Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun
program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi,
fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan meliputi

penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial.

(2) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



8. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A
Susunan organisasi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan
Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan
mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan
kemiskinan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan
sosial dan penanganan kemiskinan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial dan
penanganan kemiskinan,;

d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di
bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan
kemiskinan;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan
kemiskinan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan
dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 24 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 25 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 26 dihapus.



13. Ketentuan Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 32 berbunyi

14.

sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 31
Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
Pasal 24 ayat (1) huruf b dan Pasal 29, yang diangkat berdasarkan
penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan
Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan
sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian
terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada
Pejabat Administrator.
Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan
penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Sub Koordinator Kelompok
Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh
pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk,
sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
Penetapan uraian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta
pengelolaan kegiatan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan

Keputusan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 37

Uraian tugas untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh
Wali Kota sebagai wuraian tugas kelompok Sub-Substansi sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan

organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam
kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat



Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Mengubah lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Singkawang
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 2 Desember 2021

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 2 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
ttd
SUMASTRO
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021 NOMOR 109




LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG NOMOR 109 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 68 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SINGKAWANG

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANARK

KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN
FURGRIONAL SEKRETARIAT
]
' R B I
[ 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM, PERENCANAAN,
EEPEGAWAIAN DAN EVALUASI KINERJA
ASET DAN KEUANGAN
| ] l
BIDANG BIDANG BIDANG
REHABILITASI, PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN
PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PEREMPUAN DAN
DAN JAMINAN PENANGANAN PERLINDUNGAN
SOSIAL KEMISKRINAN ANAK
[ KELOMPOK JABATAN [ KELOMPOK JABATAR E KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGBIONAL
UPT
WALI KOTA SBINGKAWANG,

ttd
TJHAI CHUI MIE




